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EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEIYAI
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
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TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran : I (satu).

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang

Mengingat

2. Undang-Undang....... I 2

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 ayat
(1) dan ayat (21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Ke{a menjadi Undang-Undang, Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang
Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dievaluasi
oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Deiyai tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati
Deiyai tentang Penjabaran Pertanggungiawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatal dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukal Propinsi Otonom Irian Barat dan
Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 29O7);



_c_

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentarg Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151 ), 5sfagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (lcmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 202 1 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana
telah diubah beberapa kali teralhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2O2l tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2L Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 12 Ta}tun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali teralhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 lenlarrg Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Keq'a menjadi Undang-
Undang (l,embaraa Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang....... / 3
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7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang
Penetapan Peraturan Perundang-undangan Pengganti
Undang-Undang Nomor I Tahun 2O2O tentang
Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Stabilitas Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2O2l teilang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O22 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepa-la
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
200O Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4O28);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (tembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (trmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O17 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O17 tentang
Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Administratif (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Administratif
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6847);

14. Peraturan Pemerintah......./4
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Ral<yat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6197);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1O9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 62241;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID- 19) dan/atau menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 131, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2O20
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan
Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan
Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2Ol9 (COVID-19) dan/atau menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta
Penyelamatan Ekonomi Nasional (t embaral Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2O2l tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelalsanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana
Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
673t1;

2O. Peraturan Menteri......./5
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20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2O15
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2O36),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
r57l;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2O17
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggunglawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 450);

22. Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2Ol7
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggunglawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OI9
Nomor1447);

24. Perattxan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2O2O
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
(COVID-2019) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 249ll'

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran
Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahal Alokasi, dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
39 Tahun 2O20 tentang Pengutamaan Penggunaan
Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan
Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2O2 1 Nomor 9 1O);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedomal Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

27 . Peraturan Menteri....... /6
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27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 ^fah.un 2021
tentang Pedoman Penyrsunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaral 2022 (Beita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 9261;

MEMUTUSKAN

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai
tentang Pertanggunglawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
dan Rancangan Peraturan Bupati Deiyai tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
Bupati Deiyai bersama Dewan Perwakilan Ralyat Daerah
Kabupaten Deiyai sebagaimana hasil evaluasi harus
memperhatikan dan menindallanjuti rekomendasi
sebagaimana tercantum dalam penjelasan Lampiran
Keputusan ini untuk perbaikan pengelolaan keuangan
daerah terkait kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten Deyai Tahun Anggaran 2022 terhadap:.

a. Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deiyai
Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Deiyai
tenta-ng Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten
Deiyai Tahun Anggaran 2022 khususnya aspek
legalitas dan kebijakar; dan

b. Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan.

Bupati Deiyai menyampaikan ra.ncangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Deiyai Tahun Anggaran 2022 yang telah dilakukan
penyempurnaan kepada Gubernur sesuai hasil evaluasi
untuk mendapatkan Nomor Register.

Bupati Deiyai menetapkan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Deiyai tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2022 menjadi
Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati
Deiyai tentang Penjabaran Pertanggunglawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2022 menjadi
Peraturan Bupati setelah melakukan penyempurnaEln
paling 16ms 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya
Keputusan Gubernur.

KELIMA:....../7
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Bupati Deiyai segera menyampaikan Peraturan Daerah
Kabupaten Deyai tentang Pertanggungiawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Deyai Tahun Anggaran 2022 kepada
Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 18 September 2023

R. CUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAPiTTD

RIBKA HALUK

sesuai dengan aslinya
I(E,PALA BIRO HUKUM,

a_

YOTENI, H., M.Si
P. 19650902 199610 1001

Keputusan ini disampaikan keoada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta:
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
5. Ketua BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tengah di

Nabire;
8. Bupati Deiyai di Wagete;
9. Ketua DPRD Kab. Deiyai di Wagete.



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR :065- 149 TAHUN 2023
TANGGAL :18 SEPTEMBER 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DETYAI

TENTANG PERTANGGUNGJAWAEIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DETYAI TAHUN ANGGARAN 2022DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEIYAI TENTANG PENJABARAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH KABUPATEN DETYAI TAHUN ANGGARAN 2022

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN

PERDA TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN BUPATI TENTANG

PERUBAHAN PENJAE}ARAN APBD
Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Perubahan APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas, dan kebijakan.

Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu
ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Deiyai pada tahun-tahun
berikutnya, meliputi:

A. KONSISTENSI
Evaluasi konsistensi untuk menilai kesesuaian pagu anggarar dalam APBD
dengan pagu anggaran dalam rancangan peraturan daerah, kesesuaian
nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBD dengan
rancangan peraturan daerah, dan kesesuaian struktur dan klasilikasi
pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBD dengan rancangan
peraturan daerah.

Hasil evaluasi konsistensi atas rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Deiyai tentang Pertanggunglawaban Pelalsanaan APBD Tahun Anggaran
2022, sebagat berikut:
1. Pagu angg€rran pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 belum
disajikan secara konsisten disandingkan dengan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD TA 2022 sehingga terdapat ketidaksesuaian
pagu anggaran antara lain:
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No Uraian Pembahan APBD Pertanggundawaban Selisih
1 Belanja Operasi Rp678.777.389.850,00 Rp673.677.389.850,00 (Rp5.1OO.OOO.OOO,OO)

Belanja Pegawai Rp218.149.884.92O,OO Rp21s.s89.0O3.808,00 (Rp2.560.881. I 12,OO)

3 Belanja Barang
dan Jaea

Rp346.O 12.434.934,OO Rp348.502.434.934,0O Rp2.49O.oO0.0O0,oo

4 Betanja Bunga Rpa.000.000.000,0o Rp4.070.881.1 12,00 Rp70.881.112,00
5 Belanja Hibah Rp97.735.069.996,00 Rp92.635.069.996,0O (Rp5.lOO.OOO.OOO,OO)

6 Belanja Tidak
Terduga

Rp3.0o0.000.0o0,00 Rp8.600.000.000,o0 Rp5.600.000.O0O,OO

7 Belanja Transfer Rp 126.809.806.60O,OO Rp 126.309.806.600,00 (Rp500.00O.0O0,O0)

Belanja Bantuarr
Keuangan

Rp 126.809.8O6.6O0,OO Rp 126.3O9.806.600,O0 (RpsO0.00O.o00,oo)

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Deiyai harus menyajikan pagu
anggaran pada rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 secara konsisten
berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2022.

2. Nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada ranc€rngan
Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Pertanggungiawaban
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan
nomenklatur pendapatan, belanja, darr pembiayaan dalam Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2022.

3. Struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dal pembiayaan pada
rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang
Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah
sesuai dengan stmktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan
pembiayaan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

B. LEGALITAS

Evaluasi Legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan
penyajian informasi dalam menyusun Rzrncangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawab€rn Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD.
l. Memerhatikan jadwal penyampaian Dokumen Ranperda tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pemerintah Daerah Kabupaten
Deiyai menyampaikan buku Ranperda tentang Pertanggungiawaban
Pelaksanaan APBD kepada DPRD berdasarkan surat Nomor
151/SVl/Vill/2023 tanggal 21 Agustus 2023 hal Penyampaian
Rancangart Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD
Kabupaten Deiyai Tahun 2022, belum sesuai dengan ketentuan

Tabel 1

Sandingan Pagu Anggaran pada Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai
tentang Perubahan APBD TA 2022 der:gan

Pagu Anggaran pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai
tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD T A 2022

2.

8.
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peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan bahwa
rEmcarlgan Peratura-n Daerah tentang pertanggungiawaban pelaksanaan
APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja
dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah
tahun anggaran berakhir.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai bersama dengan DPRD Kabupaten
Deiyai menyetujui bersama Ranperda tentang Pertanggungiawaban
Pelaksanaan APBD pada 29 Agustus 2023 sesuai dengan Berita Acara
Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Deiyai
tentang Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungiawaban Pelaksanaan
APBD TA 2022 Nomor: 159 /SET lWIll2O23 dan Nomor:
OII/SETWAN lYllll2023, belum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengamanatkan bahwa Persetujuan
bersama r.rncangan Peraturan Daerah dilakukan paling lambat 7 (tujuh)
bulan setelah tahun anggaran berafthir.

3. Hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Deiyai TA
2022 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungiawaban Pelalsanaan APBD Kabupaten Deiyai TA 2022,
sudah sesuai dengan penyajian informasi berdasarkan Surat Direktur
Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900. 1.15.1/7476lkeuda tanggal
15 Maret 2023 lral Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T A 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Deiyai harus
menyampaikan rancangzrn Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2O23 secara tepat waktu disertai
dengan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

C. KEBIJAKAN
Evaluasi kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang
disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban
Pelal<sanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Deiyai Tahun
Anggararr 2022, sebagai berikut:
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1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

A. PENDAPATAN DAERAH
Realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 sebesar Rp929.017.981.348,00
ata:u 96,66Vo dari yang dianggarkan sebesar Rp961.O74.311.550,00.
Apabila dibandingkan dengan realisasi total Pendapatan Daerah TA
2O21 sebesar Rp805.960.367.251,32, terdapat peningkatan sebesar
Rp 1 55. 1 1 3.944.299,OO atau L6,74o/o.

Realisasi Pendapatan Daerah dimaksud diuraikan dalam kelompok
pendapatan daerah antara lain:
I ) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2022 terealisasi sebesar
Rp53.069.238.600,00 atau 105,10% dari yang dianggarkan sebesar
Rp I 50.494.8 18.348,O0.

Berdasarkan data di atas dapat digambarkan bahwa realisasi PAD
Kabupaten Deiyai TA 2022 melampaui target yang ditetapkan dalam
APBD. Penetapan target PAD TA 2022 dtrtaksud jauh lebih tinggi
dari realisasi PAD TA 2O2l yakm mengalami kenaikan sebesar
Rp45.635.737.889,O0 atau 939, 18%.
Beberapa faktor yang mendukung tercapainya realisasi PAD
Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai dari yang ditargetkan aatara
lain:
a) Pendapatan Pajak Daerah tereplisasi sebesar

Rpl.752.249.132,00 atau 134,79Vo dari yang dianggarkan
sebesar Rp 1.30O.00O.000,00; dan

b) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terealisasi sebesar
Rp1O.847.292.523,00 atau 124,49o/o dari yang ditargetkan
sebesar Rp 8.7 I 3. l2 1.403,00.

Anggaran dan realisasi atas Jenis PAD Tahun Arrggaran 2O22,
antara lain:
a) Pajak Daerah

Pajak Daerah TA 2022 terealisasi sebesar RpL.752.249.132,0O
atau 134,79o/o dari yang dianggarkan sebesar
Rp1.300.O0O.000,00.

Berdasarkan data di atas dapat digambarkan bahwa realisasi
Pajak Daerah Kabupaten Deiyai TA 2022 tercapai jauh
melampaui target yang ditetapkan dalam APBD. Selanjutnya,
realisasi Pajak Daerah TA 2022 dimaksud telah mengalami
kenaikan yang signifftan dari realisasi tahun sebelumnya
sebesar Rp909.690. 199,O0 atau 233,O7o/o.

Berdasarkan hal tersebut, diharapkan Pemerintah Kabupaten
Deiyai agar dapat menganggarkan target pendapatan pajak
daerah berdasarkan data potensi penerimaan pajak daerah pada
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tahun anggaran berikutnya sehingga penerimaan dari pajak
tersebut bisa dijadikan sumber pendanaan bagi program,
kegiatan dan sub kegiatan yang berdampak langsung terhadap
kesejahteraan masyarakat.

b) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah TA 2022 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,007o

dari yang dianggarkan sebesar Rp 1 2. 000.00O,00.
Berdasarkan data dimaksud dapat digambarkan bahwa realisasi
Retribusi Daerah Kabupaten Deiyai TA 2022 tidak terealisasi
dari target yang ditetapkan dalam APBD.
Penetapan target Retribusi Daerah TA 2022 lebih tinggi dari
realisasi Retribusi Daerah TA 2O2l atau mengalami peningkatan
sebesar Rp3.300.0O0,00 atau 37,93yo.
Hal ini disebabkan permasalahan legalitas peraturan daerah
sebagai dasar pungutan retribusi oleh Bappenda. Oleh karena
itu, Pemerintah Kabupaten Deiyai harus segera menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, pungutan retribusi daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah
Kabupaten Deiyai untuk kepentingan orang pribadi atau badan
dipungut oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi
dalam rangka menyediakan jasa atau pemberian izin tertentu
sesuai dengan Peraturan Bupati Deiyai terkait Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah.
Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Deiyai
perlu melakukan langkah-langkah strategis atas pendataan
potensi retribusi daerah, peningkatan layanan publik,
memerhatikan capaian realisasi tahun sebelumnya, perkiraan
asumsi makro, serta pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi
serta tarif retribusi bersangkutan.

Memerhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Deiyai agar
melakukan langkah-langkah untuk peningkatan efektivitas
pengelolaan pendapatan Retribusi Daerah, antara lain:
a) Menetapkan target Retribusi Daerah berdasarkan data

potensi yang ada serta memerhatikan perkiraan
pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap target
pendapatan Retribusi Daerah. Hal ini menjadi sangat penting
mengingat penerimaal daerah merupalan rencana
penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat
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dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

b) Menyusun dan menetapkan prognosis 6 (enam) bulan
berikutnya dengan akurat berdasarkan hasil analisis
terhadap laporan realisasi anggaran pendapatan Retribusi
Daerah semester pertama, sehingga anggaran pendapatan
Retribusi Daerah yang ditetapkaa dalam Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD terukur secara rasional untuk
setiap rincian objek pendapatan Retribusi Daerah, dan dapat
dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyaralat melalui program, kegiatan dan sub
kegiatan SKPD.

c) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah "fA 2022 terealisasi
sebesar Rp1O.847.292.523,00 atau L24,49o/o dari yang
dianggarkan sebesar Rp8.7 1 3. 1 2 1.403,00.
Berdasarkan data dimaksud dapat digambarkan bahwa realisasi
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Kabupaten Deiyai TA
2022 jat}r melampaui target yang ditetapkan dalam APBD.
Penetapan target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TA
2022 jauh lebih tinggi dari realisasi TA 2O2l atau mengalami
kenaikan sebesar Rp45.635.737.889,0O.
Pelampauan realisasi atas target anggaran Lainlain Pendapatan
Asli Daerah Yang Sah TA 2022 disebabkan atas:
(l) Pelampauan penerimaan jasa giro yang terealisasi sebesar

Rp469.813.251,O0 atau Ll4,59Vo dari yang dianggarkan
sebesar Rp4 10.000.000,00. Target anggaran penerimaan jasa
grro mengalami penurunan jika dibandingkan dengan
realisasi penerimaan jasa glro TA 2021 sebesar
Rp569.453.357,0O.

(2) Pelampauan pendapatan dari pengembalian terealisasi
sebesar Rp1.860.765.280,00 atau L24,O5o/o dari yarrg
dianggarkan sebesar Rp 1. 500.000.000,00.

(3) Pelampauan pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) terealisasi sebesar Rp 4.174.230.000,00 atau 166,97Yo
dari yang dianggarkan sebesar Rp 2.500.000.000,00.

Berdasarkan data tersebut di atas, disampaikan sebagai berikut:
(l) Realisasi pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah TA 2022

melampaui target yang ditetapkan.
(2) Penetapan target Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 harus

memerhatikan reelisasi TA sebelumnya dan data potensi yang
ada sehingga sumber daya ekonomi dapat dimanfaatkan
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secara efektif untuk peningkatan pelayanan kepada
masyarakat melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Memerhatikan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten
Deiyai agar melakukan langkah-langkah yang lebih efektif dalam
pengelolaan Lain-lain PAD yang Sah, antara lain:
(1) Menetapkan target Lain-lain PAD yang Sah berdasarkan pada

data potensi yang ada serta memerhatikal perkiraan
pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap target
pendapatan Lain-lain PAD yang Sah. HaI ini menjadi sangat
penting mengingat penerimaan daerah merupakan rencana
penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat
dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

(2) Menyusun dan menetapkan prognosis 6 (enam) bulan
berikutnya dengan akurat dengan berdasarkan hasil analisis
terhadap laporan realisasi anggaran pendapatan Lain-lain
PAD yang Sah semester pertarna, sehingga anggaran
pendapatan Lain-lain PAD yang Sah yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara
rasional yang dapat dicapai untuk setiap rinciar objek Lain-
lain PAD yang Sah, dan dapat dimanfaatkan secara efektif
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui
program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD.

2) Pendapatan Transfer
Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Deiyai TA 2O22 belum
mencapai target yang ditetapkan dalam APBD karena sampai pada
alhir tahun realisasi Pendapatan Transfer sebesar 97,79o/o.

Penetapan target Pendapatan Transfer TA 2O2l lebih tinggi dari
realisasi Pendapatan Transfer TA 2O2L yakni mengalami
peningkatan sebesar Rp93.150.2O1.592,00 dan dapat dicapai sesuai
yang direncanakan.
Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 mengalami peningkatan
sebesar Rp89.O05.601.410,00 atau 11,22o/o lebih tinggi dari realisasi
Pendapatan Transfer TA 2021.
Faktor yang menyebabkan tercapainya realisasi Pendapatan
Transfer yakni:
a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terealisasi sebesar

Rp854.160.530.28O,00 atau 97,79o/o dari yang dianggarkan
sebesar Rp873.5O0.688.56 1,00; dan

b) Pendapatan Transfer Antar Pemerintah Daerah terealisasi
sebesar Rp9.737.602.468,00 atau ll2,O2o/o dari yang
dianggarkan sebesar Rp8.692.7 7 4.64 1,00.
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Berdasarkan data dimalsud, maka Pemerintah Kabupaten Deiyai
terus mempertahankan ketepatan penganggaran Pendapatan
Transfer baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun yang
berasal dari pemerintah daerah lainnya.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar
Rp12.050.610.O00,00 ataru 42,45%o dari yang dianggarkan sebesar
Rp28.386.030.000,00.
Berdasarkan data dimalsud, maka Pemerintah Kabupaten Deiyai
pada tahun-tahun berikutnya perlu meningkatkan ketepatan
penganggaran Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
untuk Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Deiyai perlu mempertahankan dan
meningkatkan kinerja pada tahun-tahun mendatang terhadap realisasi
Pendapatan Daerah dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1) Mengupayakan peningkatan PAD dengan strategi antara lain:

a) melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, wajib
retribusi yang bertujuan meningkatkan pendapatan pajak
daerah dan retribusi daerah.

b) meningkatkan ke{a sama dengan pihak BUMD, BUMN, dan
pihak swasta dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak
daerah dan pendapatan lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

c) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam
tahun berjalan terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

d) meningkatkan komitmen seluruh stakeholder agar dapat
terlaksananya strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

e) melakukan percepatan penyelenggaraan sistem elelrtronifikasi
transaksi pemerintah daerah untuk penerimaan daerah dan
sistem komputerisasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.

2) Menentukan dan menetapkan target PAD secara lebih terukur dan
rasional dengan memerhatikan potensi pendapatal dan faktor yang
mempengafl.rhi ketercapaian target pendapatan daerah.

3) Menyusun laporan realisasi anggaran pendapatan asli daerah
semester pertama serta melakukan prognosis 6 (enam) bulan
berikutnya dengan analisis yang akurat, sehingga anggaran
Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
tentang perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat
dicapai untuk setiap sub rincian objek pendapatan asli daerah.

4) Memanfaatkan aset yang tidak terpakai untuk disewa atau
dikedasamakan dengan pihak ketiga untuk peningkatan PAD.
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5) Menggalakkan pelaksanaarr euent-euent berbasis lokal, nasional
bahkan internasional bebasis potensi pariwisata sebagai salah satu
Destinansi Wisata Super Prioritas yang mampu menumbukan
aktivitas ekonomi masyarakat sehingga mampu mendorong
pendapatan baru.

6) Meningkatkan elektronifikasi peningkatan PAD.

7) Memperhitungkan potensi penerimaan Hibah secara lebih rasional
dan terukur.

8) Meningkatkan efektMtas pendapatan Transfer dengan:
a) Berkoordinasi secara intensif dengan Instansi terkait dalam

rangka penyaluran dana Transfer daerah; dan
b) Mengupayakan mendapatkan Insentif Fiskal dengan memenuhi

seluruh kewajiban dan persyaratan yang ditentukan esuai
dengan peraturan perundang-undangan.

b. BELANJA DAERAH
Realisasi Belanja Daerah TA 2022 sebesar Rp921.591.864.128,0O atau
95,24Vo dari yang dianggarkan sebesar Rp967.638.928.100,00,00.
Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah TA 2O2l
sebesar Rp819.9O7 .727 .348,60, terdapat peningkatan sebesar
Rp147.731.200.751 atau l8,O2yo. Namun demikian tidak dapat dicapai
sesuai dengan yang direncanakan.
Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O22 antara
Iain:

1) Belanja Operasi
Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp635.051.851.422,OO ata'u
94,27o/o dari yang dianggarkan sebesar Rp673.677 .389.850,00.
Faktor penyebab belum tercapainya target Belanja Operasi sebagai
berikut:
a) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp635.05 1.85 L.422,OO atau
97,22o/o dari yang dianggarkan sebesar Rp67 3.67 7 .389.850,00.
Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Deiyai agar
terus mempertahankan capaian target realisasi belanja pegawai.
Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai agar tetap
menjaga komposisi Belanja Pegawai paling tinggi 30% dari total
Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentaag Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang
mengamanatkan alokasi belanja pegawai di luar tunjangan guru
yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total
belanja APBD.
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b) Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar
Rp337.306.002.911,00 atau 96,790/o dari yang dianggarkan
sebesar Rp348.502.434.934,00.
Apabila dibandingkan dengan rea-lisasi Belanja Barang dan Jasa
TA 2022 dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2O2l
terdapat peningkatan sebesar Rp69.657.110.781,00 atau
24,98ok. Untuk itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah
Daerah Kabupaten Deiyai agar mempertahankan upaya strategis
dalam merealisasikan belanja barang dan jasa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka
mendukung capaian kinerja daerah.

c) Belanja Hibah
Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp71.219.492.044,00 atau
7 6,ABy" dari yang dianggarkan sebesar Rp9 2. 635. 069.996, 00
Apabila dibandingkan Belanja Hibah TA 2O22 dengan realisasi
Belanja Hibah TA 2O2l terdapat kenaikan sebesar
Rp59.936.622.002,0O atau 183,30%.
Hal ini dikarenakan terdapat Belanja Hibah Dana BOS yang
terelisasi sebesar Rp9.467.680.118,00 atau 33,507o dari yang
dianggarkan sebesar Rp28.264.a7 O.000,00.
Untuk itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Daerah
Kabupaten Deiyai agar melakukan rasionalisasi target
penganggaran belanja hibah, memenuhi persyaratan penyaluran
DAK non fisik atas Dana BOS untuk sekolah swasta, serta
meningkatkan upaya realisasi belanja hibah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka
mendukung capaian kine{a daerah.

d) Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp I 2.865.000.000,00
atau 99,88o/o dari yang dianggarkan sebesar
Rp12.880.000.00O,00.
Apabila dibandingkan Belanja Hibah TA 2022 dengan realisasi
Belanja Hibah TA 2O2l terdapat kenaikan sebesar
Rp2.952.221.000,00 atau 1 8,657o.

Untuk itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Daerah
Kabupaten Deiyai agar mempertahankan upaya strategis dalam
merealisasikan belanja bantuan sosial sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung
capaian kine{a daerah.
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2) Belanja Modal

Belanja Modal terealisasi sebesar Rp151.63O.315.116,00 atau
95,33o/o dari yang dianggarkan sebesar Rp I 59. 05 1. 73 1.650,00.

Untuk itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Daerah
Kabupaten Deiyai agar terus mempertahankan upaya strategis
dalam merealisasikan belanja modal sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung capaian
kinerja daerah.

3) Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2022 sebesar
Rp8.599.890.990,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar
Rp8.600.0O0.O00,00.

Penetapan target Belanja Tidak Terduga TA 2022 jauh lebih tinggi
dari realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2O2l .

Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2O22 mengalami kenaikan
sebesar Rp6.980.000.OO0,00 atau 430,860/o dari realisasi Belanja
Tidak Terduga T A 2O2 | sebesar Rp 1. 620. 000.O0O,00.

Untuk itu pada tahun-tahun mendatang, Pemerintah Daerah
Kabupaten Deiyai agar merealisasikan belanja tidak terduga sesuai
dengan kriteria dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan
Bupati mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan
penatausahaan, pertanggungiawaban dan pelaporan serta
monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga dalam rangka
mendukung capaian kine{a daerah.

4) Belanja Transfer
Realisasi Belanja Transfer TA 2022 Kabupaten Deiyai sebesar
Rp126.309.806.600,00 atau 100,00o/o dari dianggarkan sebesar
Rp126.309.806.600,00. Penetapan target Belanja Tralsfer TA 2022
yang bempa Belanja Bantuan Keuangan lebih rendah dari realisasi
Belanja Transfer TA 2O2l atau mengalami penurunan sebesar
Rp144.510.687. 105,00.

Selanjutnya pada tahun-tahun mendatang, Pemerintah Daerah
Deiyai agar mempertahankan upaya strategis dalam merealisasikan
belanja transfer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dalam rangka mendukung capaian kinerja daerah.

Berdasarkan data, uraian dan penjelasan atas realisasi Belanja,
Pemerintah Kabupaten Deiyai diminta agar terus meningkatkan
capaian realisasi dengan memerhatikan langkah-langkah sebagai
berikut:
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1) Menetapkan target anggaran Belanja secara terukur dan rasional
memerhatikan perkiraan pendapatan daerah untuk memastikan
pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang
direncanakan dalam APBD.

2l Perencanaan dan realisasi Belanja Pegawai dengan memerhatikan
kemampuan keuangan daerah secara optimal dan lebih terukur
dengan mempertimbangkan penerimaan ASN dan Jumlah
Pensiun ASN serta penetapan acress sebesar 2,57o sebagaimana
diatur da-lam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pedoman
penyusunan APBD.

3) Melakukan pengendalian, evaluasi serta rasionalisasi terhadap
rincian objek Belanja Barang dan Jasa baik Belanja Jasa, Belanja
Uang, maupun Belanja Pe{alanan Dinas secara efektif, efisien
dan ekonomis dengan memerhatikan kemampuan keuangan
daerah.

4) Konsistensi dalam penganggaran sesuai dengan Tahapan dan
Jadwal yang telah ditetapkan dalam Pedoman APBD tahun
berkenan, sehingga meminimalisir keterlambatan penyaluran
dana Transfer dan pergeserarl anggaran pada SKPD.

5) Memerhatikan syarat dan ketentuan perundang-undangan terkait
pelaksanaan dan penyaluran Belanja Hibah. Untuk tahun-tahun
mendatang agar melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan
Belanja Hibah serta mengantisipasi penundaan penyaluran yang
berdampak pada munculnya kewajiban yang tidak terselesaikan
pada tahun berikutnya.

6) Mengoptimalkan pelaksanaa-n Belanja Bantuan Sosia-l sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk
dalam rangka kebijakan Penanganan Inflasi maupun
Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.

7l Meningkatkan upaya percepatan pelaksanaan sub kegiatan
dengan melakukan lelang dini sejak penandatangan kesepakatan
KUA dan PPAS dan penandatangan kontrak dilakukan setelah
pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

8) Melakukan rasionalisasi penetapan anggaran belanja modal
berdasarkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)
sebagai dasar penganggaran belanja modal. Selanjutnya,
anggaran belanja modal yang disusun berdasarkan dokumen
RKBMD dimaksud dijadikan dasar pelaksanaan belanja modal
baik Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin,
Belanja Modal Gedung dal Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan
Jaringan dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sehingga dapat
melaksanakal pengadaan yang lebih terukur dan tepat sasaran.

9) Memastikan penggunaan Belanja Tidak Terduga sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Penggunaan
Belanja Tidak Terduga untuk keperluan darurat atau mendesak.
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C. PEMBIAYAAN
1) Penerimaan Pembiayaan Daerah

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp71.224.226.926,62 atau 100,58% dari yang dianggarkan sebesar
Rp70.814.616.550,00. Penerimaan pembiayaan ini berupa Sisa
Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang terealisasi
sebesar Rp7.898.226.926,62 atau 105,53% dari yang dianggarkan
sebesar Rp7.484.616.550,00 dan Penerimaan Pinjaman Daerah
yang terealisasi sebesar Rp63.330.000.000,00 atau 100,00% dari
yang dianggarkan sebesar Rp63.330.000.000,00. Realisasi
Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2022 mengalami peningkatan
sebesar Rp4.394.657.232,OO atan 6,620/o dari realisasi Penerimaan
Pembiayaan Daerah T A 2O2I.

2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 terealisasi
sebesar Rp64.250.000.000,00 atau 10O,00% dari yang dianggarkan
sebesar Rp64.250.000.000,00. Pengeluaran pembiayaan ini berupa
Penyertaan Modal terealisasi sebesar Rp250.0O0.000,00 atau
100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp250.O00.0O0,O0 dan
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo terealisasi
sebesar Rp64.000.000.000,OO atau 100,00% dari yang dianggarkan
sebesar Rp64.000.O0O.000,O0.

3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2022 (SILPA)

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Deiyai per 31
Desember 2022 diketahui bahwa Sisa kbih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp2.353.734.146,62. Dengan
demikian rasio SILPA TA 2022 terhadap total anggaran belanja
daerah dalam APBD TA 2022 sebesar Rp967.638.928.10O,00
adalah O,24o/o.

Memerhatikan data Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiyaan
serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2022, Pemerintah
Kabupaten Deiyai harus melakukan langkah-langkah, antara lain:

a) Merencanakan target pendapatan dan belanja daerah secara
terukur dan rasional serta defisit anggaran untuk rencana
pembiayaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b) Kewajiban utang belanja yang sudah ditentukan peruntukkanya
direalisasikan pada TA 2023; dan
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c) melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan
penyerap€rn belanja daerah dan memanfaatkan penghematan
belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun
berjalan.

D. INFORMASI LAINI\TYA

1) Realisasi Anggaran Belanja Man-datory SpendingTA 2022

Tabel 2

Realisasi Anggaran Belanja Mandatory SpendingTA 2022

Fungsi
Anggaran Realisasi

(%)AnggaraJr Fungsi
(Rp) Dasar Perhitungan t%t Realisasi Fungsi Dasar Perhitungan P^t

Pendidikan r96.320.2S1.36s.O0 967.638.928. rO0.00 20,29yo
179.289.535.144.O0 967.638.92.100,00

18,53% 91,330/.

Kesehatan 94.713.247 .224,OO 752.O49.924.292.OO t2,59./. 93.369.451.379,00 752.O49.924.292,OO t2,42v. 94,58.r,

Infrastruktur
Peleyanan

Publik

492.737.207.291.0O 54.910/" 240.377 .248.871,O0 476.272.307.211,OO 50,47"/. 84,84%

Memerhatikan data tersebut di atas, terdapat rea-lisasi fungsi Pendidikan
yang belum memenuhi target anggaran sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Deiyai pada
tahun-talrun mendatang agar merealisasikan Belanja Wajib (Mandatory
Spendingl Fungsi Pendidikan sebesar target anggaran yang ditetapkan
dalam APBD tahun berkenaan paling sedikit 2oo/o dari total belanja APBD
sebagaimana amanat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Deiyai pada tahun-tahun
mendatang agar mempertahankan rea-lisasi fungsi kesehatan sebesar
target anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan paling
sedikit 10% dari total belanja APBD di luar belanja gaji sebagaimana
amanat Pasal 171 Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
dan fungsi Infrastruktur Pelayanan Publik sebesar target anggaran yang
ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan paling sedikit 4Uyo

sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau
transfer kepada daerah/desa. Selanjutnya, alokasi anggaran tersebut
agar secara konsisten direalisasikan sesuai dengan anggaran yang
ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan.

2) Realisasi Belanja Untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
(Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR), Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim),
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
(Trantibumlinmas), dan Sosial) TA 2022:

270.566.801.646,00
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Trbcl 3

R.k pltuL.l RGrll...l Bela4io Irltu.L PoDoDuhlD S.t&d.r PcLFD.r NtltErl (8Pf)

JENIS PEIIIYANA.II DASAR XEGIATAI{ DAII SI'B XEGIATAIT A GGARAI{ REAIISASI

1 2 3 4
sPu
PET{DIDITA.IS

BIDAJ{G

P.ldldlt ! AraL U.ta
IXni

I Pengelolaai Pendidialo Anak
Usia Dini (PAUDI 324.000.o00,00 322.886.000,00

2 Penyirapan dab Tindak Lanjut
Evaluasi Satuan PAUD 331.700.000.00 331.700.000,o0

3 Penyediaan Pendidik dan Tenaga
KeDendidikan basi Satuan PAUD 644.000.000,00 644.000.000,o0

I PengembanSan Karir Pe ndidik
dan Tenata Kependidikan pada
Satuan Pendidik PAUD 135.000.000,o0 135.O00.000.00

Jumlah Anggaran dan Realisasi Per
Jenis Pelayanan Dasar 1.434.700.000,00 1.433,586.000,00

Peadldlkan Da&r

PeBetaan Kuantitas dan Kualita8
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
bagi Satuan Pendidikan Da6ar, PAUD,
dan Pendididkan
Nonformal/ Kesetaraan
5 Perhitungan dan Pedetaan

Pendidik dan Tenaga
Kepedulian bagi Satuan
Pendidikan Dasar, PAUD, dar
Peadidikan
Nonformal / Kesctaraan

750.000.oo,00 750.000.000,o0

6 Penat€rn Perindustian
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan bad Satuan
Pendidikan Da8ar, PAUD, dan
Pendidikan
NonforEal/ KeBetaraan

240.OOO.O00,OO 240.000.0o0,oo

Pengelolaan Pendidika! S€kolah
Dasar
7

Penambahan Ruang Kelas Baru
2.520.OO0.000,o0 2.479.500.000,oo

8 Pembangunan Rusng
curu / Kepala Sekolah/Tu

980.OOO.000.OO 940.000.000.00

9 Pembangunan Ruang
Kesehata! S€kolah

Unit 208.E16.000.00 208.200.oo0.00

l0 Pembangunan
Sekolah

Perpustalan 940.000.000,00 940.000.000,00

l1 Pembangu naJr
Prsasarana,
Sekolah

Sarqrla,
Utilitasdan

1.678.000.ooo,o0 r.678.000.000.o0

t2 Pembangunan Rumal Dinas
Kepala Sekolah / Guru / Penj aga
Sekolah

830.0O0.000,00 830.000.000,oo

13 Pengadaan Alat Pra.l.tik dan
Peraga Siswa

t25.OOO.000,OO 125.000.oo0.oo

14 Penyelengga.ran Proses Belajar
dan Ujian bagi Peserta Didik

1.366.299.984,00 1.366.200.OO0.00

t5 Penfapan dan Tindak t anjut
Evaluasi Satuan Pendidikan
Dasar

865.O00.OOO,00 865.0O0.000,00

l6 Pembiana.an Minat, Bakat, da4
Kretivitas Siswa

224.OOO.000.O0 224.OOO.OOO.OO

t7 Penyediaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan bagr
Satuan Pendidikan sekolah
Dasar

1.125.O0O.000,00 I .125.OO0.000,00

18 Pengembangan Krir Pendidik
dan Tenaga Kependidikan pada
Satuan Pendidikan Sekolah
Dasar

1.3s0.000.000,00 1.3s0.000.000,00

l9 Peabinaan KeleEbataan dan
Malleiemen Sekola]r

560.OOO.000,00 560.000.000,o0

Pengelolaan Pendidikan Sekolah
Menensah Pertama

1.
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20 Pembangunan Ruang
Guru/Kepala Sekolah /TU

I .460.000.000,00 1.459.500.000,o0

2). Pelnbangunan Ruang
Kesehata! Sekolal

Unit 450.000.oo0.00

Pembangunan Laboratorium
750.000.oo0,00 7s0.000.000,o0

23 Pembangunan raung S€rba
Guna/Aula

873.635.900,00 870.250.000,o0

24 Pembangunan Ruo6h Dinas
Kepa.la Sekolah/ Gum / Penjaga
Sekolah

960.000.o0o,00

Pembangunan
Prsasarane,
sekolah

Sarana,
Uti1itasdan

907.759.OO0.00 907.000.000,oo
26 Penagadaan Alat Praldik dan

perasa siswa
145.000_000,00

27 Penyelenggaiaan Proses B€l,ajar
dan Uiian basi Peserta Didik

484.000.ooo.o0 484.000.000.o0

2a Penyiapan dan Tindak tanjut
Evaluasi Satuan Pendidikan
Sekolah Menesai Pertama

230.OOO.000.00 230.000.000,00

29 Pembianaan Minat, Bakat, dan
Kretivitas Siswa

1.581.701.100,00 1.298.450.O00,00

30 Penyediaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan bagi
Satuan pendidikan sekolah
Menenesah Pertama

720.000.000,o0 720.O00.o00,00

3I Pengembangan Karir Pendidik
dan Tenaga Kependidikan pada
Satuan Pendidikan Sekolah
Menegah Pertama

825.000.oo0,00 825.000.000,00

Pemebinaan Kelembagaan da'r
ManaieEen sekolah

480.OOO.OOO,O0 480.000.000.00

Jumlah Anggaran dan Realisasi Per
Jenis Pelayanan Dasar

23.629.21r.944,OO 23.300. r00.000,o0

Pendldllan x€aetaraaD

Pengelolaan Pendidikan
Nonformal / Ke setaraan
33 Pe!trbqngunan sarana,

Prasarana dan Utilitas sekolah
Nonfornal/ Keseteraan

l 004.500.000.00 1.oo4.500.000,00

34 Pengadaan Alat Pra].tik dan
Peraga Siswa
Nonformal / Kesetaraan

28s.800.000,00 28s.800.000,00

35 Pembinsan lGlembasaan dan
Manajemen Sekolah
Nonforma.l / Keseta-raan

500.000.000.00 500.000.000,00

Jumlah Anggaran da.n Realisasi Per
Jenis Pelayaran Dasai

1.790.300.000,00

Jur ah Anggaran dan Realisasi Per
Bidans SPM

26.8s4.21 1.984,00 26.523.9a6.000,O0

SPM BIDANG KESEHATAN

Pelyenao X4chetan Bayl
baru L.hlr

Penyediar.n Laya'ren Kesehatan
untuk UKM dan UKP Rujukan
Tinskat Daerai Kabupaten / kota
36 Penedolaam Pelayanan

Keschatan Bayi baru lahir
2.s36.387.000,00 2.536.387.000,00

Jumlah Anggaian dan Realisasi Per
Jenis Pelayanart Dasa!

2.536.387.O00,OO 2.536.387.000,00

Peler/enaD Kc.ehatan Ibu
Bcr3alh

Penyediaan Layanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP Rujukan
Tinskat Daerah KabuDaten / Kota
37 Pengelolaan Pelayanan

Keschatan lbu Bersalin
39s.99s.000,00 39s.99s.000,00

Jumlah AnggaJan dan Realisasi Per
Jenis Pelayanan Dasar

395.995.000,00 395.995.000.00

Jumlah Anttaran dan Realisasi Per
Bidans SPM

2.932.382.OO0,00 2.932.342.000,O0

450.000.000,o0

960.000.000,o0

145.000.000,00

1.790.300.000,00
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SPU BIDAITG PEI(ER.'AAII
UUUU

Penenu.hea Ncbutuahn
PoloL Alr ulaum Sehari-
hart

Pengelolaan darr Pengembanagan
Sistem Penyediaan AA Mn:rum (SPAM)
di Daerah Kabupaten / Kota
38 Penjrusunan Renc6ra,

Kebijakan, Strategi, dan Teknis
SPAM

270.000.ooo,00 268.000.000,00

39 Pembangunart Baru SPAM
Bukan Jaringar Perpipaan di
Kawasan Pedegaan

4.694.997.000,O0 4.576.673.929.OO

Jurnlah Anggaran dan Realisasi Per
Jenis Pelayanan Dasar

4.964.997.000,00 4.844.673.929.OO

Penyediran
Pengelol,.an
Do,ltertlk

Petalranar
Alr Llmbah

Pengelolaan dan
Pengembangansistem Air Limbah
Domestik dalam Daerah
Kabupaten / Kota
40 Pembangunal1 / Penyediaan

Sarana dan Prasaiana IPLT
3.594.770.000,OO 3.594.770.000.OO

Jumlah Angtaran dan Realisasi Per
Jenis Pelayarran Dasar

3.594.770.000,00 3.594.770.000,00

Ju6lah Anggaran dan Realisasi Per
Bidans SPM

8.559.767.O00,OO 4.439.443.929,OO

4. SPU BIDAI{G
PERI'UAIIAJT R.AIIYAT

Fesllltas Ponyodlar
Rum4h yang Leyal Huai
b.gt aryaraleay yorE
Terlone Rslotarl Progtam
Pelrerlotah Deerah
Xabupatc!/ Koto

Peningkatan Kualitas Kawasan
Permukiman kumuh dengan Luas di
Bawah l0 lsepuluh) Ha
41 Perbaikan Rumah Tidal< Layak

Huni
7.417.880.000,00 7.417.840.000,o0

42 Pelaksanaan Pembangunan
Pemugharan / Peremajaan
Pennukiman Kumuh

4.900.o00.000,00 4.861.500.000,00

Jumlah Anggaran dan Realisasi Per
Jenis Pelaya.dan DasaJ

12.317.880.000,O0 12.279.380.000,O0

Junlah Anggaran dan Re€-lisasi Per
Bidans SPM

12.317.880.000,00 12.279.380.0O0,00

SPM BIDAJTG
XTETETARAUAX UUUU

Pehyanaa Xet€[trattran
da! Ilotertibaa UDurr

Peflarganart Gangguan ketentraman
dan Kelertiban UEU@ dslsrD I (satu)
Daerah kabupaten / kota
43 Pencegahan Gangguan

ketenteraman dan Ketertiban
Umum melalui Deteksi Dini
dan CeAah

100.000.000,o0 100.000.000,oo

44 Pencegehan Gangguan
ketentraman dan Ketertiban
umum melalui Deteksi Dini
dan Cegah Dini, Pembinaan
dan PenJruluhan, Pelaksanaan
Patioli, Pengamanan, dan
Pengawalan

100.000.o00,o0 100.000.000,00

Jumlal Anggaran dan Realisasi Per
Jenis Pelayaian Dasar'

200.000.o00,00 200. 000.000,0o

Pelalre[an PcncGgahon
dan Ncllap.irgeen
Tarhadap Bercale

Pelaya'rlan Pencegahan fan
Kesipasiaqaan Terhadap Bencana

Penyediaan
Perlindungan
Kesiapsiagaan
Bencana

Peralatan
dan

terhadap

l. 176.500.000,00 1 .173.300.O00,O0

46 Pengelolaa! Resiko Bencaoa
Xabupaten / Kota

1.500.000.oo0,00 1.476.426.OOO,OO

Penanganan Pascabencaia
kabupaten / Kotaa

638.066.802,00 635.000.000,00

Jumlah Anggaran dan Realisasi Per
Jenis Pel,ayanan DasaJ

3.314.566.aO2.OO 3 .244 .726 .OOO ,OO

.+5



-18-

Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Deiyai telah
mengalokasikal anggaran untuk pemenuhan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) seluruh bidang sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan. Pemerintah Kabupaten Deiyai mereelisasikan anggaran
pemenuhan SPM tersebut dengan total realisasi sebesar 99,060A.
Memerhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Deiyai agar:
a) Melaksanakan anggaran yalg sudah dialokasikan untuk pencapaian

Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan target yang ditetapkan;
dan

b) Memedomani ketentuan pemenuhan SPM berdasarkan Petunjuk
Teknis Pelaksanaan SPM yang ditetapkal oleh masing-masing
Kementerian dan Lembaga Pembina Teknis SPM dan Pemetaan SPM
yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang
Pedoman Penyusunan APBD tahun berkenaan.

3) Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri

Tabei 4
Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri

Pelayansn PcayalAtiatrtr
de! Evrluast Kottal
Bcncana

Pelayanan penyelamatan dan
Evakuasi Korban Bencana
4a Penyediaab

Penyel,aiiatan dan
Korban
Kabupaten/ kota

lrtistik
Evakuasi
Bencana

3.529.380.000,00 3.514.370.O00,00

Jumla} Antgaran dan Realisasi
Per Jenis Pelayana! Dasar

3.514.370.000,00

Jumlah Anggaran dan Realisasi Per
Bidang SPM

7.M3.946.4O2.OO 6.999.096.O00,00

TOTAL
56.958.187.786,OO 56.424.2a7 .929,OO

!{o URNAX
AITC,GARAIT
8ErEL/Ut

PERI]BAIIAIT

XOXITUEI(
BELATTJA PDf, (RP)

REAIISASI
BELAruA PDIT (RP)

PROSE
l{T./tsE
REAIIS

ASI
PDr{ (%)

I BELAJTJA OPERASI 4$4.O17.504.930,OO 454.O17.504.930,OO 421,39O.494,955,OO 92,4t

I.1

B€lanja Barang Dan Jasa
(Termasuk barang yang
dis€rahkan kepada
masyarakat)

348.502.434.934,00 348.502.434.934,00 337.306.OO2.91 1,00 96,79

1.2 Belanja Hibah tlarang/Jasa 92.635.069.996,@ 92.635.069.996,OO 7 | .2t9 .492 .O44 ,OO 76,88

1.3
Belanja Bantuan Sosial
Barang/Jasa I 2.8a0.000.000,00 12.aao.000.000,oo 12.865.000.o00,00 99,88

u BELANJA !dODAI 159.051.731.65O,0O 159.O51.731.650,OO 151.630.315.116,00 95,33

II.I Belanja Peralstan Modal Dan
Mesin 24.679.402.900,OO 24.679.802.900,OO 24.416.a32.050,00 98,93

1.2 Belanja Modal Gedune d€n
Bangunan 56.458.999.6S,O0 56.458.999.650,O0 55.728. r52.000,O0 9a,71

I I,3
Belanja Modal Jalsn,
Ja.ringan dan Irigasi 76.563.828.000,OO 76.563_824.O00.OO 70.1.+4.651.066,O0 9t,62

II..+
B€lanja Modal Aset Tetap
I,ainnJra 1,349.101.100,00 1 349.10r .100,00 1 340.680.OO0,00 99,38

ToTAI ( 1+2) 613.069.236.s80,OO 6r3.069.236.5aO,OO 573.O20.810.O71,OO 93,47

3.s29.380.000,00
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Pemerintah Kabupaten Deiyai telah melakukan pelaksanaan belanja
yang diprioritaskan menggunakan produk dalam negeri dan telah

menyampaikal Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam

Negeri sebagai pemenuhan kebutuhan informasi sesuai butir 5.e Surat
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor

900.1.15.1/7476lKetda Tanggal 15 Maret 2023 Hal Penyusunan dan

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban

Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah

tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD TA 2022.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Deiyai agar tetap:
a) Memprioritaskan Belanja Penggunaan Produk Dalam Negeri melalui

penggunaan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi

dalam negeri;
b) Memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui e-

katalog yang sudah tersedia pada etalase Produk Dalam Negeri

terintegrasi dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); dan
c) Meningkatkan realisasi melalui Pengadaan Produk Dalam Negeri

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan
Sfinting

Tabel 5

Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan Stunting

If Negiat !r Arggaran (Rpl Reel,tteri {Rp)
Prcaa[tlrc

l'^l
1

Penyedlaan La!.aDan Ke.ebatra ultuk UXIU dan IrIe
RujuLn Ttnglrt Deereh Kebupatcn/I(ota
1 Pengelolaan Pel.aysnen Kelehst n Ibu Borualin

BcLqJr Opcnd
Behnja Bar'ang dan Jasa
Belanja Hibsh
Belanja Bantuan Sosial

395.995.000,O0 395.995.O00,00 r 00,ooo/o

Bchq,. rodd
B€lanja Gedung dan Bangunan
B€lanja Peralat n dan Mesin

PGn8elole.n PeLyrn n K..ehet n Bsld Bliu
Iahlr
B.f.qr. op.frd

Belanja Barang dan Jasa
Bclanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial

606.387.000,00 606.387.000,00 100,00%

Bclrqr. Xodal
Belanja Gedung da, tl,angunan
Belanja Peralatan den Mesin

3 P€ngalolaan Pcloy.n n Kc..haten Glzl
ualrarakat
BcLqr. OEGrad

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosia.l

609.012.000,00 609.0 1 2. OOO,00 l00,oo%

BclsqJ. Xodd
Belanja Gedung den Balguaan
Belarja Peralatan dan M.sin
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Peagendsli.n detr Pcndistdbusian febutuhaa Alat
datr Obet Kontta.epti serte P€laksaneeu Pelayanen
KB dI Deerah Xot,e

1

PcDgcndaltaD PcndtltrlburLn Alat daa Obrt
Xontrr3eprl dan &ren! Pcnuqlang Pela)ranan
r(3
kG Faaillta! Xolrhatrrr T€rtuaut J.dnsar dan
J

r.460.ooo.000,00 1.452.500.000,00 99,49o/.
Bclrqr. Op.'ad

Bel,anja B6.rang dan Jasa

Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial

Bcl.d. Uodrl
Belanja Gedung dan Bangunan
Belanja Peralatan dan Mesin

3 PcBdaFgunaaB Tcnaga Pcnyuluh XB/Petuga.
LsDenr.n xB IPXA/PLXBI

1
Pemblnaen IUP d.o Progrsm XXBPN dl Llat
LaDenIrtr oleh PXB /PLI{B
B.lrqr. Opsr..i

Belanja Baiang dan Jasa
Belanja Hibah
B€lanja Bantuan Sosial

250.OO0.000,00 250.000.000,00 l00,oopl.

Bchqr. Uodd
B€lanja Cedung dan Bangunan
Bel,anja Peralatan dan Mesin

TOTAI 3.321.394.OOO,OO 3.313.494.OOO,OO 99,77'/"

Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Deiyai telah
mengalokasikan anggaran belanja untuk percepatan penurunan Stunting
dalam APBD TA 2022. Realisasi Belanja Percepatan Penurunan Stunting
dilaksanalan melalui Belanja Barang dan Jasa.
Memerhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Deiyai agar:
a) Meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung

terhadap penurunan shtnting melalui kegiatan Pemberian Makanan
Tambahan (PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan Ketahanan
Pangan Keluarga serta kegiatan lainnya yang diamatkan peraturan
perundang-undangan; dan

b) Mengurangi anggaran pada kegiatan yang bersifat operasional serta
mengalihkan kepada kegiatan yang berdampak langsung terhadap
penurunan shtnting.

5) Rekapitulasi Realisasi Belanja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Tabel 6

Rekapitulasi Realisasi Belanja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

No Kegiatan AngSaran (Rp) Reatisasi (Rp)

1
Mengkoordinir Pelak8anaan Percepatan Penghspusan
Kemiskinan Ekstris di Wilayah Provindi 9.781.000.000,00 5.344.000.OO0,00 54,64

I Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas
Terlantar di Dalam Panti 5.450.OOO.000,00 5.294.000.O00,00 97,14

B€lanja Operasi

Belarja Bantuan Sosia.l

s.294.000.000,00 97 ,14

5.450.000.000,00 5.294.000.000.00 97,14

Pers€ntase ("/o)

5.450.000.000,00
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Pemerintah Kabupaten Deiyai telah mengalokasikan anggaran dan
merealisasikan belanja untuk penghapusan kemiskinan ekstrem dalam
APBD TA 2022 dan telah menyampaikan Rekapitulasi Realisasi Belanja
Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebagai pemenuhan kebutuhan
informasi sesuai butir 5.h Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan
Daerah Nomor 900.1.15.1/7476lKeuda Tanggal 15 Maret 2023 Hal
Penyusunan dan Eva-luasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggunglawaban
Pelaksanaan APBD TA 2022.
Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Deiyai agar:
a) Meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung

terhadap Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sesuai dengan amanat
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b) Mengurangi anggaran pada kegiatan yang bersifat operasional serta
mengalihkan kepada kegiatan yang berdampak langsung terhadap
Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

2. NERACA
a. ASET

Saldo aset per 31 Desember 2022 pada Pemerintah Kabupaten Deiyai
sebesar Rpl.266.750. 679.829,O4 atau terjadi peningkatan sebesar
Rp19.695.940.080,9O atau 1,587o dari saldo 31 Desember 2O21
sebesar Rp 1.247.054. 7 39.7 48,1 4. Aset Pemerintah Kabupaten Deiyai
per 31 Desember 2022 tersebut, antara lain:

2 Pengelolaan Pendidikan Nonfonoal/Kesetararn 4.331.000.000,o0 50.oo0.000,00 1,15

Belanja Operasi 4.331.000.OO0,00 50.000.o00.00 1, I5

Belanja Baiaig Jasa 50.000.000.00 50.000.000,00 100.00

Belanja Hibah 4.281.OO0.OOO,00

2

Menj'usun program dan kegiatan pada Rencana Kerja
PeEeriDtah Daerah Kabupaten/Kota serta
nengalokasikan angga.ran pada APBD
Kabupaten/Kota delafi rangka percepatan
penghapusan kemiskinan ekstrem, tenoasuk
pemutakltilan data penerima dengan nama dan
alamat flame

33.611.,163.OOO,0O 33.4aO.257.376,OO 99,61

i
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk
UKi,l dan
UKP Kec/enangan Daerah Kabupaten/Kota

33.611.46s.000,00 33.480.257.376,00 99,61

Belanja Operasi 5.394.798.O00,00 s.338.603.000,00 98,96

Belanja Ekrang Jasa 5.394.798.O00,00 5.338.603.000,00 98,96

t}elanja Modal 28.216.665.000,00 28.141.654.376,00 99,73

Belanja Peralatan dan Mesin 4.353.036.443.O0 4.343.76.376,O0 99,79

Belanja G€dung dan Elangunan 21 .090.729.000,00 21.039.747.O00,00 99,76

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan lrigasi 2.772.499.557,OO 2.758.141.O0O,00 99,47

TOTAL 43.392.463.000,00 38.824.257.376,0O 89,47
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1) Aset Lancar
Aset lancar Pemerintah Kabupaten Deiyai per 31 Desember 2022
sebesar Rp44.04O.880.925,86, mengalami peningkatan sebesar

Rp3f .019.102.f 55,83 ata.u 238,21%o dibandingkan dengan Aset
Lancar per 3l Desember 2021 sebesar Rp13.021.778.77O,O3
dengan rincian sebagai berikut:
a) Saldo kas Pemerintah Kabupaten Deiyai per 31 Desember

2O22 sebesar Rp dengan rincian sebagai berikut:
(1) Kas di Kas Daerah sebesar Rp13.837.874.4O7,62;
(2) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp449.419.688,O0;
(3) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,00;
(4) Kas Dana BOS sebesar Rp30.077.08O,00;
(5) Kas Dana Kapitasi pada FKTP sebesar Rp86.972.971,OO;

dan
(6) Kas Lainnya sebesar Rp839.086.001,00.

Memerhatikan data tersebut di atas, masih terdapat
keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara Pengeluaran ke
Kas Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Deiyai
harus mengu.payakan penyetoran kas dilakukan tepat waktu
yaitu paling lambat tanggal 31 Desember sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah.

b) Nilai nominal piutang per 31 Desember 2022 sebesar
Rp5.616.018.819,31 sesuai dengan laporan yang disajikan
dalam Neraca, terdapat nilai penyisihan piutang diragukan
tertagih sebesar Rp5.6O 1 . 120.217 ,OO, sehingga nilai bersih
piutang yang dapat direalisasikan per 31 Desember 2022
sebesar Rp 1 1 .385.494,3 I , dengan rincian sebagai berikut:
(1) Piutang Pajak Daerah sebesar Rp92.28O.O22,0O dengan

nilai Penyisihan Piutang Pajak sebesar (Rp92. 280. 022,00) ;
(2) Piutang Lain-tain PAD yang Sah sebesar

Rp5.520.225.689,3 1 dengan nilai Penyisihan Piutang Pajak
sebesar (Rp5.508.840. 195,0O); dan

(3) Beban Dibayar Dimuka sebesar R9.5f3.108,00.

Berkenaan dengan piutang di atas Pemerintah Kabupaten
Deiyai harus melakukan pengendalian dan mengupayakan
penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan,
sehingga dapat memperkecil risiko tidak tertagih dan hasilnya
dapat segera dimanfaatkan dalam meningkatkan capaian
pendapatan daerah. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten
Deiyai atas Beban Dibayar Dimuka harus mengejar perolehan
terhadap pembelian obat-obatan pada Dinas Kesehatan yang
fisik barangnya belum diterima karena masih dalam proses
pengiriman.
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c) Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar
Rp28.7 82.552. 17 5,93 mengalami peningkatan yang signilikan
sebesar Rp26.589.930.27 4,93 atau l2l2,7O% dibandingkan
dengan saldo persediaan per 31 Desember 2O2l sebesar
Rp2.192.62r .90 1 ,00.

Berdasarkan nilai persediaan tersebut Pemerintah Kabupaten
Deiyai harus memerhatikal persediaan yang sifatnya rentan
rusak dan kadaluwarsa seperti bahan obat-obatan, bahan
laboratorium, farmasi, radiologi dan ternak serta persediaarr
habis pakai lainnya. Pemerintah Kabupaten Deiyai harus
melakukan pengendalian terhadap pengelolaan persediaan dan
pemanfaatan persediaan dimaksud sesuai dengan peruntukan
dan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Deiyai per 31

Desember 2022 sebesar Rp11.250.00O.000,00, investasi tersebut
merupa-kan penyertaan modal dalam bentuk Saham ke Bank Papua
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai Nomor 2 Tahun
2Ol8 dengan hasil penyertaan modal yakni sebesar
Rp828.223.429,OO. Namun demikian, saldo penyertaan modal
Pemerintah Kabupaten Deiyai kepada PT BPD Papua per 31
Desember 2022 sebesar Rp1f.25O.000.000,00 melebihi jumlah
penyertaan modal yang tercantum pada Peraturan Daerah
Kabupaten Deiyai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal
pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Papua yaitu
sebesar Rp6.000.000.000,00.
Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Deiyai dalam melakukan
penyertaan modal harus memedomani jumlah yang akan disertalan
dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan Perda mengenai
penyertaan modal daerah bersangkutan sesuai dengan ketentuan
Pasa-l 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dengan demikian, mempertimbangkan jumlah penyertaan modal
Pemerintah Kabupaten Deiyai pada Perseroan Terbatas Bank
Pembangunan Daerah Papua telah melebihi nilai penyertaan
modal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai Nomor 2
Tahun 2018 tentalg Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas
Bank Pembangunan Daerah Papua, maka Pemerintah Kabupaten
Deiyai perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai
Nomor 2 Tahun 2Ol8 tentang Penyertaan Modal pada Perseroan
Terbatas Bank Pembangunan Daerah Papua.
Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Deiyai diharapkan tetap
melakukan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko
dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal
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daerah dimaksud sesuai dengan tujurn investasi untuk
peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian,
pendapatan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau
manfaat lainnya, dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 52 Tahun 2Ol2 tefllang Pedoman Pengelolaan

Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan
lainnya yang terkait. mengingat seluruh aset dan kekayaan BUMD
dimaksud merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang tercatat
dalam ikhtisar laporan keuangan BUMD dimaksud sebagai salah
satu lampiran laporan keuangan Pemerintah Daerah.

c. ASET TETAP
Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Deiyai Per 3 1 Desember 2O22

adalah sebesar Rp1.097.759.643.631,57 yang telah dikurangi
dengan akumulasi pen5rusutan sebesar Rp f . 193.292.927 .726,92.
Saldo Aset Tetap dimaksud mengalami penurun€rn sebesar
Rp10.494.407.505,06 atau sebesar 0,95% dibandingkan dengan
saldo aset tetap per 31 Desember 2O2l sebesar
Rp 1. I 08. 254.05 1. I 36,63, dengan rincian sebagai berikut:
1) Aset Tetap Tanah sebesar Rp104.490.936.400,00 sama dengan

saldo per 31 Desember 2021;
2) Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp328.085.878.910,13

mengalami peningkatan sebesar Rp25.300.763.199,96 atau
8.36% dibandingkan dengan saldo per 3l Desember 2O2l
sebesar Rp302.785. I L5.7 lO,l7 ;

3) Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar
Rpa47 .271.674.0 18,86 mengalami peningkatan sebesar
Rp27.273.064.547,a6 atau 3,3370 dibandingkan dengan saldo
per 31 Desember 2O2L sebesar RpS19.998.6O5.471,00;

4) Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar
Rp928.490.562.314,00 mengalami peningkatan sebesar
Rp52.598.7 44.07 9,OO atau 6,0 l7o dibandingkan dengan saldo
per 31 Desember 2O2l sebesar Rp875.891.818.235,00;

5) Aset Tetap Lainnya sebesar Rp17.675.267.348,50 mengalami
peningkatan sebesar RpL59.262.277,OO atau O,9lo/o

dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2021 sebesar
Rp17.456.005.07 1,50; dan

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp 65.098.251.767,OO
mengalami peningkatan sebesar Rp37.000.714.267,OO ata:u
13l,690/o dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2O2l
sebesar Rp28.097.537.500,00.

Memerhatikan hal tersebut di atas, agar Pemerintah Kabupaten
Deiyai agar melakukan inventarisasi dan pencatatan Barang Milik
Daerah yang menjadi aset tetap secErra menyeluruh daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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d.KEWAJIBAN
Pemerintah Kabupaten Deiyai per 31 Desember 2O22 memiliki
Kewajiban sebesar Rp69.301.623.602,00 yang merupakan
Kewajiban Jangka Pendek yang terdiri dari:
a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar

Rp839.O86.001,0O;
b. Utang Pinjaman Jangka Pendek sebesar Rp63.330.00O.000,00;

dan
c. Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rps.132.537.601,00.

Berdasarkan data tersebut di atas, Kabupaten Deiyai harus
mengambil langkah-langkah untuk segera menyelesaikan seluruh
kewajiban dimal<sud sesuai peraturan perundang-undangan dengan
menjadikan sebagai belanja prioritas sesuai dengan maksud
paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran
II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa suatu kewajiban
diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan
dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal
pelaporan.

e. EKUITAS
Ekuitas Pemerintah Kabupaten Deiyai per 31 Desember 2022 yattu
sebesar Rp1.197.449.056.227,O3 mengalami peningkatan sebesar
Rp19.863.567.528,80 atau 1,690/o dari nilai ekuitas per 31
Desember 202 1 sebesar Rp 1. I 77. 585. 4a8.698,23.
Memerhatikan posisi dari Ekuitas, Pemerintah Kabupaten Deiyai
diminta agar tetap:
1) Menjaga arus masuk dan arus keluar kas dan melalrukan

penyetoran kas sebelum tahun anggaran berakhir;
2) Melakukan inventarisasi, pencatatan serta manajemen aset

daerah yang dapat meningkatkan pendapatan daerah; dan
3) Melakukan pengaturan atas rasio Utang Daerah dengan total

Belanja Daerah serta kemampuan bayar daerah dan
menyelesaikan kewajibaa secara tepat waktu.

3. LAPORAN OPERASTONAL (LO)

a. PENDAPATAN-LO
Pendapatan-Lo T A 2022 sebesar Rp892.9 18.329.87 3,31 mengalami
kenaikan sebesar Rp 189.606.712.924,99 atau 26,96yo dari
Pendapatan-LO TA 2O2l sebesar Rp703.311.616.94a32. Rincian
pendapatan-L0 TA 2022 antara lain:
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1) PENDAPATAN ASLr DAERAH-LO (PAD-LO)

PAD-LO TA 2022 sebesar Rp50.099.386.882,31 lebih tinggi sebesar
Rp45.240.306.422,99 dibandingkan dengan PAD-LO TA 2O2L
sebesar Rp4.859.08O.459,32. Rincian PAD-LO TA 2022 antara lain
sebagai berikut:
a) Pendapatan Pajak-LO TA 2022 sebesar Rp1.752.249.132,00

lebih tinggi sebesar Rp 1.361.939.33 1,00 atau 348,94o/o

dibandingkan dengan Pendapatan Pajak-LO TA 2O2l sebesar
Rp390.3O9.801,00;

b) Pendapatan Retribusi-LOTA2022 sebesar Rp0,00 lebih rendah
sebesar Rp8.700.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan
Pendapatan Retribusi-LO TA 2O2l sebesar Rp8.700.000,00;

c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan-L0 TA 2022 sebesar Rp40.469.696.945,00 lebih
tingg sebesar Rp39.773.573.505,00 atau 5713,58y"
dibandingkan dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan-LO TA 2O2L sebesar
Rp696.123.440,00; dan

d) Lain-lain PAD yang Sah-LO TA 2022 sebesar
Rp7.a77.44O.805,31 lebih tinggi sebesar Rp4.1 13.493.586,99
atau 1,O9,29%o dibandingkan dengan l,ain-lain PAD yang Sah-
LO TA 2O2L sebesar Rp3.763.947.218,32.

2} PENDAPATAN TRANSFER-LO
Pendapatan Transfer-LO T A 2022 sebesar Rp830.768.332.99 l,OO
lebih tinggi sebesar Rp14O.229.221.502,00 atau 2O,3lo/o
dibandingkan dengan Pendapatan Transfer-LO TA 2O2L sebesar
Rp690.539.1 11.489,00. Rincian Pendapatan Transfer-LO TA 2022
antara lain sebagai berikut:
a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO TA 2022 sebesar

Rp144.545.175.000,00 lebih tingCr sebesar
Rp79.206.067.418,00 atau l2l,22o/o dibandingkan dengan
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO TA 2O2l sebesar
Rp65.339.107.582,o0.

b) Pendapatan Transfer Antar Pemerintah Daerah-LO TA 2022
sebesar Rp9f5O.995.356,O0 lebih rendah sebesar
(Rp3.7|L.723.919,00) atau (28,860/ol dibandingkan dengan
Pendapatan Transfer Antar Pemerintah Daerah -LO TA 2O2l
sebesar RpI2.862.7 19.27 5,OO.

3) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO TA 2022 sebesar
Rpl2.050.61O.OO0,OO lebih tinggi sebesar Rp4.137.185.000,00
atau 52,28o/o dibandingan dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah
Yang Sah-LO T A 2O2 I sebesar Rp7.9 1 3.42 5.OO0,00.
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b. BEBAN
Beban Pemerintah Kabupaten Deiyai periode 1 Januari 2022 sampat
31 Desember 2022 sebesar Rp827.525.105.849,10, dengan rincian
sebagai berikut:
1) Beban Pegawai TA 2022 sebesar Rp214.826.227 .I47,OO;
2) Beban Barang dan Jasa TA 2022 sebesar Rp319.672.620.658,00;
3) Beban Bunga TA 2022 sebesar Rp4.069.931.112,00
4) Beban Hibah TA 2022 sebesar Rp86.439.319.980,00;
5) Beban Bantuan Sosial TA 2022 sebesar Rp12.865.00O.000,00;
6) Beban Penyisihan Piutang TA 2022 sebesar Rp2.754.42O.097,50;
7) Beban Lainlain Rp2.086.750.150,00;
8) Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin TA 2022 sebesar

Rp18.345.084.325,60;
9) Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan TA 2022 sebesar

Rp40.446.536 .l79,OO;
l0) Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 sebesar

Rp62.109.034 .277 ,Oo;
11) Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud TA 2022 sebesar

Rp670.807.333,00;
12) Beban Transfer TA2022 sebesar Rp54.639.483.600,00; dan
13) Beban Luar Biasa, TA 2022 sebesar Rp8.599.890.99O,0O.

c. SURPLUS/DEFISIT
1) Surplus sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2022 senilai

Rp73.993. 1 l5.OL4,2L; dan
2) Surplus T A 2022 Rp65.393.224 .O24,27.

4. L,APORAN ARUS KAS
a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas bersih dari Alctivitas Operasi Tahun 2022 terealisasi
sebesar Rp1 59.056.432.336,0O.
1) Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi terealisasi sebesar

Rp929.0 17.98 1.348,00.
2) Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi terealisasi sebesar

Rp769.96 1.549.0 12,00.
b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi terealisasi sebesar
(Rpis 1.880.s 1s. 1 16,00).
l) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi terealisasi sebesar

RpO,00.
2) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi terealisasi sebesar

Rp15 1.88O.3 15. 1 16,00.
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c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahtn 2022
(Rp670.000.000,00).
1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan terealisasi

Rp63.330.000.000,00;
2) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan terealisasi

Rp64.000.000.000,00.
d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2022

1Rp247.4o4.688,00).
3) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris terealisasi

Rp247 .294.7 58.656,70;
4) Arus Kas Keluar dari Alrtivitas Transitoris terealisasi

Rp247 .542.1 63.344,7 O.

e. Saldo Akhir Kas Tahun 2022 sebesar Rp15.243.430.L47,62.

senilai

sebesar

sebesar

senilai

sebesar

sebesar

5. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Laporan Perubahan Ekuitas merupalan laporan kinerja keuangan
terhadap pendapatan dan bebal operasional selama I Januari sampai
dengan 31 Desember 2022.
a. Ekuitas awal senilai Rp1.177.585.488.69a,23 merupakan saldo awal

dari tota-l ekuitas Pemerintah Kabupaten Deiyai sesuai Neraca per 31
Desember 2O2 1.

b. Surplus/ (Defisit)-LO senilai Rp65. 393.224.024,2 1 merupakan selisih
antara Pendapatan LO dan Beban LO selama periode I Jamtai 2022
sampai dengan 31 Desember 2022 sebagaimana tertera dalam
l,aporan Operasional.

c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar yang
terdiri dari Koreksi Nilai Kas, Nilai Aset Tetap, Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap, Amortisasi Aset Tidak Berwujud, Nilai Utang sebesar
(Rp45,529,65 6,49 s.4o).

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN

TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Evaluasi kesesuaian Rancangan Perda tentang Pertanggungiawaban

Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil
Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi, dan
pengukuran dalam laporan keuangan.
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Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan
Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungiawaban

Pelaksanaan APBD dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan
keuangan telah sesuai. Selanjutnya, berdasarkan LHP BPK atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai TA 2022, terdapat beberapa
temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1. Kekurangan volume atas lima paket pekerjaan pada dua SKPD sebesar

Rp 1 ,46 miliar yang telah dilakukan penyetoran ke kas daerah sebesar

Rp185 juta sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp1,27 miliar
yang belum dipulihkan;

2. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas lima paket pekerjaan pada tiga
SKPD belum dikenakan denda sebesar Rp536,36 juta; dan

3. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) belum memadai antara lain berupa
kendaraan bermotor perolehan Tahun 2011 s.d 2018 sebanyak 3Sunit
belum dapat ditelusuri keberadaannya dan kendaraan dinas Tahun 2O14

s.d. 2018 sebanyak 65 unit digunakan pihak yang tidak berhak.
Berkaitan dengan hal tersebut, terhadap temuan BPK maka Pemerintah
Kabupaten Deiyai harus segera mengambil langkah-langkah untuk
menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. LAIN-LAIN

Memerhatikan data uraian dan penjelasan pada Informasi Lainnya, Neraca dan
Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Deiyai agar melakukan langkah-
langkah sebagai berikut:
1. Pemenuhan Belanja Wajib (Mandatory Spendingl dan Pencapaian SPM

Terhadap pemenuhan Belanja Wajib (Mandatory Spendingl dan Pencapaian
SPM, Pemerintah Kabupaten Deiyai agar melakukan langkahJangkah
sebagai berikut:
a. Meningkatkan realisasi pemenuhan Belanja Mandatory Spending sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD

tahun berkenaan.
b. Meningkatkan pelaksanaan anggar€rn pencapaian SPM berdasarkan

Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPM yang ditetapkan oleh

Kementerian/Lembaga pengampu masing-masing SPM berdasarkan
Pemetaan SPM yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

tentang Pedoman Umum Penl'usunan APBD tahun berkenaan.
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2. Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri

Terhadap realisasi Belanja Produk Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten
Deiyai agar mengoptimalkan pelaksanaan belanja PDN yang sudah
ditetapkan dalam APBD melalui peningkatan jumlah transaksi pengadaan

barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan Kecil Lokal dan Koperasi yang
tergabung dengan penyelenggara Perdagangan melalui Sistem
Elektronik/ marketplace dalam toko daring yang dikelola oleh [embaga
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

3. Penghapusan Kemiskinan Esktrem dan Percepatan Penurunan Stunting
Terhadap Penghapusan Kemiskinan Esktrem dan Percepatan Penurunan
Stunting Pemerintah Kabupaten Deiyai agar menjadikan Percepatan
Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebagai

prioritas daerah melalui penganggaran belanja dan pelaksanaan kegiatan
sebagaimana arnanat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun
2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Petunjuk
Teknis pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan.

4. Neraca

Berdasarkan informasi yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2022,
pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Deiyai agar

melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Menjaga ketersediaan kas daerah dan melakukan pengendalian

penyetoran Kas ke RKUD oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara
Pengeluaran SKPD atas kas yang dikelolanya sebelum tanggal 31

Desember sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Melakukan penagihan Piutang daerah melalui peningkatan kinerja
SKPD yang membidangi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah guna mengoptimalkan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah beserta piutangnya.

c. Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang dan jasa serta
memerhatikan kuantitas dan kualitas Persediaan daerah melalui
identifikasi, inventarisasi dan pendataan persediaan secara berkala
guna menyediakan informasi terkait kebutuhan persediaan dan
mencegah terjadinya kerugian daerah yang disebabkan persediaan yang

kedaluwarsa/ rusak/usang.
d. Melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio, dan

analisis risiko terhadap Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sesuai

dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan
perkembangan perekonomian, pendapatan daerah, dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat
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e. ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya, dengan memedomani
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2O 12 tentang
Pedoman Pengelolaan Inv€stasi pemerintah Daerah serta peraturan
perundang-undangan lainnya.

f. Melakukan pelaksanaan pembayaran atas kewajiban daerah baik yang
bersumber dari utang belanja seperti Utang Perhitungan pihak Ketiga,
Utang Belanja, Utang Jangka Pendek lainnya yang dibebankan pada
APBD sesuai dengan ketentuar peraturzrn perundang-undangan.

g. Melakukan percepatan pembayaran atas pelaksanaan pengadaan
barang/jasa, untuk menghindari peninekatan utang daerah pada
tahun - tahun berihrtnya-

5. Laporan Operasional
l,aporan Operasional menyajikan ilrtrtisar sumber daya ekonomi yang

menambah ekrritqs dan penggulasrnya yang dikclola oleh poerintah
daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode

pelaporan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Deiyai dapat menBgunakan

data dan informasi yang disajikan dalam l^aporan Operasional sebagai salah
satu dokumen unfuk menjadi pertimbangan dalem penetapan besaran

target pendapatan daerah dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023.

6. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah, harus tetap melakukan langkah-langkah

yang diperlukan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deiyai

yaitu dengan menJrusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah

daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan

pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan.

q. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

dengan aslinya
BIRO HUKUIVI,

o
YOTE , SH., M.Si
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